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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSJAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

Saparudin

saparudinismail(@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pelaksanaan pemberian Program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten
Tana Tidung dilakukan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di wilayah
tersebut yang mempunyai sasaran perorangan ataupun keluarga miskin yang berada dalam
satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten tersebut. Penyebaran penduduk di
Kabupaten Tana Tidung tidak merata, schingga hal ini dapat mengakibatkan adanya
kesenjangan tingkat kesejahteraan di masing-masing kecamatan disamping faktor-faktor lain
yang mempengaruhinya. Dengan tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak
merata yang berdampak pada kesejahteraan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada dimasyarakat salah satu
cara yang diberikan adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan
bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam jenis belanja daerah yang terdapat dalam Pasal 27
ayat (7) PP 58 Tahun 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi program pemberian
dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, mengetahui faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana
Tidung, dan untuk mengindentifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian dana hibah dan
bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah
Implementast Kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang undangan
yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan
bantuan sosial sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial adalah komunikasi, kemampuan sumber daya,
sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hambatan
yang dihadapi dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana
Tidung adalah Sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah masih menggunakan data
penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya, dan masih banyak penerima
bantuan yang belum diverifikasi secara faktual datanya, masih adanya tumpang tindih dalam
pembagian bantuan hibah dan bantuan sosial, bahkan dana bantuan sosial terkesan mendidik
masyarakat koruptor dan nepotisme.

Kata kunci : Dana hibah, dana bantuan sosial, implementasi, kebijakan, pengelolaan hibah
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ABSTRACT

DISTRIBUTION POLICY IMPLEMENTATION GRANT AND SOCIAL ASSISTANCE
IN THE DISTRICT TANA TIDUNG 2014

Saparudin
saparudinismail@gmail.com

Graduate Program
Open University

Implementation of Grant Assistance Program and Social Assistance in Tana Tidung
performed as one of the poverty reduction programs in the region that have targeted poor
individuals and families who are in the territory of the district administration. Population
distribution in Tana Tidung uneven, so that this can lead to the gap in the level of welfare of
each district in addition to other factors that influence it. With the spread of population
density and uneven impact on welfare is the responsibility of the Government of Tana Tidung
in implementing programs and activities that are organizing the affairs of the authority. Tana
Tidung government in order to address social vulnerability problems that exist in the
community one way award is budgeted shopping areas in the form of grants and social
assistance as found in the type of shopping areas contained in Article 27 paragraph (7)
Regulation 58 of 2005.

This study aimed to ascertain the implementation of the program of grants and social
assistance in Tana Tidung, knowing what factors influence the implementation of grants and
social assistance in Tana Tidung, and to identify bottlenecks in the delivery mechanism of
grants and social assistance in Tana Tidung. The method used is descriptive qualitative, in-
depth interviews with research instruments. The results of this study are Policy
Implementation grants and social assistance in Tana Tidung went pretty smoothly. Although
it still has not been done in accordance with the laws in force but nearly all stages of proposal
and grant management activities and social assistance have been implemented. Then some of
the factors that affect the implementation of the grant program and social assistance is
communication, resource capabilities, attitudes executor, bureaucratic structure, and the size
and environmental policy objectives. Obstacles encountered in the mechanism of providing
grants and social assistance in Tana Tidung is socialization program grants and social
assistance in Tana Tidung less than optimal, the implementation of social assistance
programs and grants they use data of beneficiaries of grants and social aid the previous year,
and many recipients aid that has not verified the factual data, there is still overlap in the
distribution of grants and social assistance, social assistance funds even impressed educate
people corrupt and nepotism.

Keywords: grants, social assistance funds, implementation, management, policy grants
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ekosistem alam bagi daerah bawahan (hilir). Dari segi akses,Kabupaten Tana
Tidung tidak memiliki akses langsung dengan dunia luar kecuali melalui sungai

dan jalan yang sangat terbatas (land- lock).

Berdasarkan topografinya Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian
antara 250 m.dpl - 680 m.dp! diatas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung
terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan
dengan pegunungan dengan ketinggian £ 500 - 2000 m di atas permukaan laut.
Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi
dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian kecil di daerah
Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir Maupun Tana Lia. Ditinjau dari aspek geologi,
Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan sungai
besar dan sungai kecil serta topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit,
dengan tebing yang terjal dan kemiringan yang tajam. Terdapat 2 buah gunung di

Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian dan Gunung Aung.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi
oleh ultisol, inceptisol, entisol dan spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua
dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk
yang miskin hara. /nceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna
coklat kemerahan dan relatif agak subur, entiso/ adalah tanah yang belum
berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsoran tanah
lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat

masam dengan kesuburan tanah yang rendah.
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PETA ADMINISTRASI PEMEKARAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

v Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana
Tidung

v Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Muruk R:an dan Kecamatan
Betayau Wilayah Kab_tﬁg?tem}' a Tidung '

5 Kecamatan

&0 } & 33 Desa
Gambar 4.2 Peta Admnmstrasn Kabupaten dan Cakupan Wllayah Kajian

Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Kecamatan Banyaknya desa Luas wilayah
Km? Y%
01 02 03 04
1 Sesayap 12 1.752,54 36,30
2 Sesayap Hilir 08 877,86 18,18
3 Tana Lia 03 2.198,18 45,52
Jumlah 23 4.828,58 100,00

Sumber: Tana Tidung Dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik
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4) Demografi

Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin
bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya
disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian
tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.jumlah
penduduk laki-laki kabupaten tana tidung pada tahun 2011 sebanyak 12.455 jiwa

sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.594 jiwa.

Secara demografi penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011
sebanyak 23.049 jiwa, penyebaran penduduk dari tiga Kecamatan tidak merata
seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di
Kecamatan Sesayap sebanyak 12.967 jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat
di Kecamatan Tana Lia sebanyak 3.848 jiwa. Dengan luas wilayah keseluruhan
4.828,58 km® kepadatan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011
sebesar 4,733 jiwa/km’. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan kepadatan
penduduk sebesar 1,578 jiwa’km? dari tahun 2010 sebesar 3,155 jiwa/km?’.
Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kota sebesar 7,398
jiwa/km?®, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tana
Lia sebesar 1,750 jiwa/km?. Komposisi menurut pendidikan akhir, terlihat bahwa
sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan masih sangat
kurang. Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung diperlukan sebuah
upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia melalui jenjang pendidikan

minimal tamat smu dan dengan iebih memotivasi masyarakat untuk bersekolah.

Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2010

paling banyak bekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan
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dan perikanan yaitu sebanyak 46,49 jiwa sedangkan jenis pekerjaan terendah di
bidang lembaga keuangan, real estate dan usaha persewaan dan jasa perusahaan
yaitu sebesar 1,02 jiwa. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di

Kabupaten Tana Tidung adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan.

B. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan
tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-
undang dimana sebagai aktor, organtsasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau
program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang
komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (output)
maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Winarno, 2007:144).

Lebih jauh dijelaékan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah suatu
kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan
memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan
atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar
program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi
(penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi
penyediaan barang dan jasa.

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan
sering disebut sebagai tahap yang penting (critical stage). Disebut penting karena

tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.
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Dunia konsep yang tercemin dalam kondisi ideal, sesuatu yang diwujudkan
sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. sementara dunia nyata
adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan
(Purwanto, 2012:65). Tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap
implementasi kebijakan publik. Menurut Jones (dalam Nashir Budiman 1996:300)
implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimasudkan untuk
mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud
berisikan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  berbagai  pihak
(individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan
tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan pengusulan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana
Tidung, juga sudah mulai menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya, hal ini
seperti disampaikan Uus Rusmanda, selaku kabag Kesejahteraan Rakyat di bagian
sosial Kabupaten Tana Tidung (wawancara tanggal 25 april 2016):

“penyusunan dan anggaran untuk hibah dan batuan sosial di sini dilakukan
sesuai aturan yang berlaku, dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang
sudah ditetapkan pemerintah”.

Tahapan-tahapan penganggaran hibah dan bantuan sosial meliputi usulan
secara tertulis calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan syarat
organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada Pemda setempat
sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-
undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan
dan memiliki sekretariat tetap). Selanjutnya proposal tersebut dievaluasi oleh
instansi yang terkait sesuai dengan bidang-bidang yang tertera dalam proposal

tersebut melalui pertimbangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
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Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses selanjutnya intstansi tersebut
memberikan kepada Kepala Daerah Bagian Verifikator Dinas Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan
sesuai dengan rencana APBD ke rekening-rekening yang mengajukan proposal.
Tetapi dalam proses pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh H. Usnan Kabag Keuangan.

* disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas,
sehingga kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan
penentuan penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya™.

Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan Hibah dan Bansos
masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran Hibah dan Bansos
yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarannya, namun tidak sedikit
penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana Hibah dan Bansos dalam
dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis
belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya).
Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa
penerimanya.

Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sehingga menimbulkan fenomena-fenomena masalah sesuai pengamatan peneliti
mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan “TM”, berdasarkan

hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 April 2016 :
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“Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2014 di
KTT, menurut saya sedikit bermasalah, karena kami masyarakat awam ini tidak
mengetahui informasi program tersebut dengan jelas, kami juga tidak tahu kalau
ada bantuan dari pemerintah, jangankan menerima tahu kegiatannya dan cara
mengajukannya saja tidak, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat
bantuan”.

Dari evaluasi yang diperoleh peneliti, memang ada beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung maupun masyarakat,
diantaranya adalah:

a. Sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
kurang optimal, sehingga hanya orang-orang tertentu dan lembaga tertentu
saja yang mengetahui program ini.

b. Pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos masih menggunakan data
penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tahun sebelumnya

¢. Masih banyak penerima bantuan belum diverifikasi datanya secara akurat.

d. masith adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan hibah dan
bantuan sosial, bahkan bantuan tersebut terkesan mendidik masyarakat
koruptor dan nepotisme.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang
dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini
disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada
tempat yang dinamis, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya
yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi
bantuan dana hibah dan bantuan sosial ini harus diluruskan. Berdasarkan

wawacara peneliti dengan Hermandes selaku bendahara Hibah bansos di

Kabupaten Tana Tidung.
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“Sebaiknya penyaluran dan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan
sesuai prosedur yang yang ada. Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial
sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang
meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran, sehingga bisa

adil”.

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana Hibah dan Bansos,
berbagai pengaturan pengelolaan Hibah dan Bansos telah mengalami perubahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(PP 58/2005) mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait
Hibah dan Bansos. Pada tanggal 27 Juli 2011, Mendagri berdasarkan kewenangannya
dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah, menetapkan Permendagri 32/2011.
Kemudian tanggal 21 Mei 2012 Mendagri kembali menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Permendagri 39/2012). Permendagri 32/2011 mengatur:

a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggungjawaban
dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos harus diatur lebih
lanjut dengan peraturan Kepala Daerah; dan

b. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemberian Hibah
dan Bansos sebelum berlakunya Permendagri 32/2011 harus menyesuaikan
dengan Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui fungsi
pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan KPK melalui fungsi koordinasi
pemberantasan korupsi melakukan kerjasama dalam rangka mendorong pemerintah
daerah mengelola secara sungguh-sungguh dana Hibah dan Bansos agar terhindar dan

penyalahgunaan. Kemendagri melakukan pengkajian bersama dengan KPK yang
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hasilnya, saat ini dana Hibah tidak bisa lagi asal diberikan tanpa tolok ukur, namun
harus dengan kriteria yang jelas. Dana Hibah akan diperiksa oleh BPK dan kalau ada
yang tidak sesuai, bisa diusut secara hukum. Selain itu, pada tanggal 6 Januari 2014
KPK mengeluarkan surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 yang dikirimkan
kepada seluruh Kepala Daerah. Dalam surat tersebut KPK meminta kepada para
Kepala Daerah agar pengelolaan dana Hibah dan Bansos mengacu pada Permendagri
32/2011 yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012.

Pemberian dana Hibah dan Bansos harus berpegang pada asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat schingga jauh dari
kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah
daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Permendagn 32/2011 yang telah diubah
dengan Permendagri 39/2012 diharapkan mampu memberikan pedoman secara
komprehensif mengenai pengelolaan Hibah dan Bansos. Dalam tulisan hukum ini,
Penulis mencoba membahas pengaturan Hibah dan Bansos yang bersumber dari
APBD.

Untuk mengoptimalkan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten
Tana Tidung, mulai tahun ini telah dilakukan sosialisasi program. Seperti yang
disampaikan Jefri selaku Kasubbag Kesejahteraan Sosial.

13

sosialisasi pemanfaatan hibah dan bansos ini dinilai sangat penting bagi
masyarakat selaku penerima bantuan untuk memberikan pemahaman tentang
mekanisme perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana hibah dan
Bansos. Sosialisasi ini juga bertujuan guna meminimalisir beberapa permasalahan
yang sering terjadi di antaranya, kurang pahamnya masyarakat mengenai dana
hibah. Kemudian, pola pikir masyarakat bahwa dana hibah dan Bansos adalah hak
yang tidak perlu laporan pertanggung jawaban. Belum optimalnya fungsi SKPD
teknis dalam hal proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban hibah
dan Bansos serta penggunaan yang tak sesuai dengan proposal”
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Ditambahkan juga oleh Linda Safitri, selaku Kasubbag Pendidikan, kesehatan dan
SDM di bagian Kesra Kabupaten Tana Tidung:

“kepada calon penerima hibah bahwa monitoring dan evaluasi penggunaan dana
hibah dan bansos tersebut akan dilakukan oleh BPK, jika hasilnya terdapat
penggunaan dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan usulan akan
mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang
berlaku, jadi penerima hibah dan bansos harus betul-betul menggunakan dana itu
untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan proposal™.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat menjadi panduan proses
verifikasi dan rekomendasi SKPD terhadap proposal yang ada di atas asas
keadilan dan kepatutan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta
kemampuan keuangan daerah. Hal serupa disampaikan Sekda Kabupaten Tana
Tidung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang mekanisme penyaluran dana bansos dan hibah serta
kelengkapan dokumen permintaan untuk pencairan dana tersebut, agar tidak

terjadi kesalahan dalam penyalurannya.

”Agar masyarakat lebih tahu mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana hibah
dan  bansos agar nantinya tidak terjadi  kesalahan,”  ujarnya.

Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan
penggunaan dana hibah dan dana Bansos kepada penerima dana tersebut. Sasaran
yang diharapkan adalah para peserta memahami dengan benar terkait persyaratan
untuk menerima bansos serta pelaksanaanya di lapangan ke depannya. la juga
menyampaikan bahwa pemberian bantuan dana hibah dan bansos ini merupakan
salah satu langkah pemkab untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam
rangka mendukung visi misi bupati Tana Tidung. Dengan adanya kegiatan
sosialisasi ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengetahui program

bantuan dan hibah dan bansos. Tetapi fakta yang ada di lapangan, tidak semua
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lapisan masyarakat mengetahui program ini, seperti hasil wawancara peneliti
dengan Basri masyarakat di Kecamatan Muruk Rian.

“Wah mas...saya malah baru tau kalau ada program bantuan hibah dan bantuan
sosial, setau saya hanya BLT jamannya pak SBY dulu..ada bantuan untuk usaha
kecilkah, kalau ada kami mohon informasinya”.

Setelah melakukan sosialisasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial
ini adalah mekanisme pengajuan dana hibah dan bantuan sosial, karena ini sangat
menarik bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan warga di Tana Merah, Hamid
berdasarkan wawancara tanggal 19 April 2016.

“Pak, kami sangat tertarik dengan program bantuan yang diberikn pemerintah.
Saya ketua kelompok tani di UPT Sambungan. Sejak saya tinggal disini saya atau
kelompok tani saya belum pernah menerima bantuan tersebut, mendengar ada
bantuan si iya....tapi menerima belum pernah, karena kami tidak tau tata caranya”.
Organisasi kemasyarakatan, misalnya kelompok tani menyampaikan usulan atau
proposal hibah secara tertulis kepada bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk SKPD
terkait untuk melakukan evaluasi usulan atau proposal, kepala SKPD
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD
dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah. Proses implementasi kebijakan Penyaluran
Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, diperlukan sebuah pengorganisasian
berupa struktur dan tugas oraganisasi yang jelas, kualitas sumber daya organisasi

dalam pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di

Kabupaten Tana Tidung.
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1. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksana

Fungsi yang diemban dalam struktur organisasi dan mekanisme kerjanya
akan berperan dalam kualitas pelaksanaan kebijakan oleh organisasi. Kewajiban
Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten dalam mengelola unit pelaksana penyaluran
hiban dan bantuan sosial kemasyarakatan dari tingkat kabupaten, adalah kepala
daerah, yang diavaluasi oleh SKPD terkait dan TAPD. Berdasarkan hasil
pengamatan di lapangan menunjukan bahwa program hibah dan bantuan sosial
kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung memiliki unit kerja yang menangani
program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang
yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan
bantuan sosial kemasyarakatan sudah menpunyai organisasi yang jelas, tetapi
dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga
timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan
bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung tahun 2014-2015.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi ormas kemasyarakatan yang
mengajukan proposal, SKPD terkait, Bupati Tana Tidung melalui TAPD bagian
kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah (DPPKAD). Program hibah dan bantuan sosial tahun 2013 maupun 2014
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Kabupaten Tana Tidung ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para
organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang
optimal, karena intansi yang ditunjuk tidak menjalankan fungsinya, sehingga
tugas dalam pelaksanaan bantuan hibah masih adanya tumpang tindih dalam
pembagian tugas pelaksanaan bantuan hibah dan Bansos, sehingga masing-masing
instansi terkait saling menyalahkan peran dan wewenang mereka. Sehingga para
penerima dana hibah dan bantuan sosial merasa birokrasinya sulit dan terlalu
berbelit-belit sehingga mudah terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam
proses pengajuan dana hiabah dan bantuan sosial.
2. Kualitas Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implemntasi
kebijakan, bagaimanapun jelasnya aturan yang berlaku, jika para personelnya
yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan kurang
mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan dapat dan berjalan efektif sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam
pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah
penetapan undang-undang. implementasi dipandang secara luas mempunyai
makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagat aktor, organisasi, prosedur
dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk
meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi

lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin yang dapat dipahami

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42795.pdf
94

sebagai suatu proses suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak
(outcome)

Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan
memegang peranan penting. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas
mengelolah dan memperdayakan faktor-faktor lainya. Keberadaan anggaran yang
mencukupi dan sarana yang memadai tidak akan membuat implementasi
kebijakan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang profesional.
Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai
acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan
implementasi  kebijakan program hibah / bantuan kepada organisasi
kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

Kualitas sumber daya manusia akan merujuk kepada kemampuan para
aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan, baik dalam melakukan seleksi bagi proposal yang
memberhak mendapatkan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sehingga
penyaluran tersebut tepat sasaran dan organisasi tersebut benar-benar
membutuhkan biaya dan menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial
kemasyarakatan sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan
hasil pemgamatan dan observasi yang peneliti lakukan dalam proses penyaluran
hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, masih kurang optimalnya pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan hal ini dikarenakan masih-masing
lembaga yang menangani penyeleksian adalah dinas-dinas yang terkait dengan
bidang-bidang sesuai pengajuan proposal belum terlaksana dengan baik, sehingga

dalam proses pencairan dana dari pemerintah daerah mudah dilaksanakan. Dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42795.pdf
95

penulis simpulkan bahwa, keberhasilan program hibah dan bantuan sosial
kemasyarakatan, tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang tersedia.
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut
adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang
diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang
menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan ini, dari segi
kuantitas sudah mencukupi baik dari SKPD terkait maupun dari bagian
Kesejahteraan Rakyat dan bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Tana
Tidung .
3. Sumber Pendanaan

Implementasi kebijakan, selain membutuhkan organisasi pelaksana dan
kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana, tidak kalah pentingnya adalah
aspek pendanaan program. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan
merupakan kebijakan dalam pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan
secara langsung kepada organisasi kemasyarakatan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD). Hibah adalah pemberian uang/barang
atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
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yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Hibah
kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sumber
pendanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
KabupatenTana Tidung berdasarkan Perda APBD. Ketentuan penerima bantuan
sosial dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) . Pencairan dana belanja bantuan sosial itu yang disalurkan dalam bentuk
uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah ke
rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos
penerima. Sedangkan penyaluran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara
pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah kepada penyedia barang
dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan

bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
Secara umum, pengimplementasian pemberian hibah dan bantuan sosial

di Kabupaten Tana Tidung , dapat dikatakan belum optimal bahkan belum

menyentuh sasaran penerapan kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang
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mempengaruhi 1mplementasi kebijakan ini di lapangan yang dibagi kedalam 2
(dua) faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat digaris
bawahi sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

1) Komunikasi

Menurut salah satu informan kunci kurangnya komunikasi antara Dinas
dengan para implementor dibawahnya merupakan penyebab belum
disosialisasikannya kebijakan kenaikan pangkat guru tersebut. Hal ini sesuai
dengan pernyataan seorang anggota Tim Teknis BKN, AH:

“ Disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga
kami sendiri juga kadang bingung. Apalagi proses penganggaran dan penentuan
penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya”

Dengan komunikasi yang efektif, diantara para implementor kebijakan
diyakini mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan
implementasinya di lapangan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan
terdapat perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pengimplementasian
kebijakan yang baik dan sistematis.

2) Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation
procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam
bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan

sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi
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yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks
yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
Pada bagian kesejahtraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung, peranan
Sekretaris yang relevan dengan batasan permasalahan diantaranya merumuskan
sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia
sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas serta merumuskan sasaran yang hendak
dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas dan semua tugasnya itu dilaporkan kepada Kepala Dinas.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua program yang ditetapkan dalam
renstra bagian kesejahtraan dan bansos seharusnya sudah melalui SOP yang
sudah baku. Hanya saja dalam hal ini berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIB), Ini menunjukkan bahwa bagian kesejahtraan dan
bansos Kabupaten Tana Tidung belum memprioritaskan kebijakan program
pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung sebagai hal
yang mendesak untuk diimplementasikan.
b. Faktor Pendukung

1) Disposisi/ Sikap Perilaku Implementor

Faktor selanjutnya, merupakan hal yang tak kalah penting dari faktor
sebelumnya. Sikap atau perilaku implementor sangat mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal kebijakan pemberian
hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung melalui pengamatan, dapat
disimpulkan bahwa sebenamya para implementor sangat antusias dalam

menjalankan kebijakan tersebut. hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu key
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informan ketika ditanya apakah dia mengetahui tentang pemberian hibah dan
bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, sebagai berikut:

“Hibah dan bansos merupakan sebuah program pemerintah yang bukan urusan
wajib. Artinya apabila urusan wajib pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan
infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah terpenuhi, apabila
anggaran masith memungkinkan untuk menganggarkan hibah bansos maka hal itu
dapat dilaksanakan.”

Dan hampir seluruh implementor mengetahui apa itu pemberian hibah
dan bantuan sosial yang sedang berjalan di Kabupaten Tana Tidung, ini artinya
bahwa, implementor begitu memahami tujuan dari kebijakan tersebut berikut
sanksi yang bisa didapatkan apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

Meskipun demikian antusisme yang ditunjukkan oleh implementor dapat
menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan ini akan diterapkan lebih baik
lagi dimasa yang akan datang sehingga terwujud pemerataan ekonomi
masyarakat yang membawa kepada kesejahtraan rakyat itu sendiri.

2) Sumberdaya

Selanjutnya, dalam permasalahan ini faktor sumberdaya manusia pun
(SDM) nampaknya memegang peranan penting. Terbukti dari beberapa kali
wawancara dengan informan baik informan kunci maupun informan umum,
khususnya para implementor, mereka mengetahui isi kebijakan ini secara umum,
sehingga untuk memperjuangkan  bagaimana  kebijakan ini  bisa
diimplementasikan begitu serius, didukung dengan para implementor
mengetahui sanksi bagi implementor dan penerima hibah dan bantuan sosial
yang tidak menjalankan kebijakan hibah dan bansos ini.

Faktor sarana dan prasarana dapat dilihat cukup memadai dalam

mendukung impementasi kebijakan. Sebagai contoh, Bagian Kesejahteraan
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Masyarakat Kabupaten Tana Tidung memiliki ruangan pertemuan yang luas,
alat-alat komputer dan multimedia, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor
sarana dan prasarana bukanlah menjadi faktor yang dapat menghambat
berjalannya implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten
Tana Tidung.
3) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan peneliti dan didukung oleh data wawancara
dengan Bagian Kesejahtraan Sosial dan Bansos di Kabupaten Tana Tidung
memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan
implementasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung.
Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar dalam keberhasilan
implementasi kebijakan publik, oleh karena itu kelengkapan sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh Bagian Kesejahtraan Sosial dan Bansos di Kabupaten Tana
Tidung merupakan faktor pendukung di dalam keberhasilan implementasi

pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidun.

C. Pembahasan

George Edward 111 (1980) dalam bukunya “/mplementing Public Policy”
membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
Keempat faktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrat

dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantara

Implementor Bagian Kesejahtraan dan Bansos kepada leading sector yang berada
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dibawahnya, sehingga ditemukan bahwa implementasi pemberian hibah dan
bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya belum terlaksana

dengan baik.
Menurut George Edward 111 (1980:17)

“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to
implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decision
and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel
before they can be followed. Naturally, this communication need to be accurate,
and they must be accurately perceived by implementors.”

Edward mengatakan bahwa syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang
efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang
seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus
diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu,
komunikast int harus akurat, dan mereka harus akurat dipersepsikan oleh
pelaksana. Sehingga, komunikasi ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik,
mengingat komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi
kebijakan publik. Komunikasi in1 dibagi lagi oleh Edward 1II dalam 3 dimensi
yaitu Dimensi Transmission (Transmisi/ pemindahan/ penyebaran informasi),
Dimensi Clarity (Kejelasan) dan Dimensi Consistency (Kekonsistenan).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan
tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi
juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain
yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung,.

b.  Dimensi kejelasan (c/arity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara
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jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga
masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta
dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan
efisien.

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang
diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan,
target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses
implementast pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana
Tidung, Implementor bagian Kesejahtraa dan Bansos Kabupaten Tana
Tidung harus memperhatikan  ketiga dimensi di atas agar proses
komunikasi bisa berjalan dengan baik sehingga implementasi kebijakan
bisa diterapkan secara akurat dan tepat sasaran.

2. Sumberdaya

Edward IiI (1980:10) menyatakan bahwa “ No matter how clear and
consistant implementation orders are and no matter how accurately they are
transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the
resources to do an effective job, implementation will not effective . Pemyataan
tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Tidak peduli seberapa jelas dan
konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka
ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif,

implementasi tidak akan efektif.” Dari hasil penelitian, dapat ditabulasi jenis-
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jenis sumberdaya yang dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijakan.
a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward 111 (1980:54) menyatakan bahwa
“probably the most essential resources in implementing policy is staff’. Edward
1 (1980:62) menambahkan “Lack of management skills is an even greater
problem at the state and local levels.” Ditambahkan pula oleh Edward III
(1980:79) “Skill as well as numbers is an important characteristic of staff
for implementation. All too often public offiials are lacking in the expertise
both substantive and managerial, needed to implement policies effectively.”

Pernyataan Edward Il diatas tentang sumberdaya yang paling penting
dalam melaksanakan kebijakan adalah staf menunjukkan bahwa sumberdaya
manusia memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Kesejahtraan dan Bansos Kabupaten
Tana Tidung memiliki implementor yang tidak begitu memahamt
permasalahan kebijakan. Namun demikian semangat implementor yang
bertekad akan terus memperbaiki implementasi pemberian hibah dan bantuan
sosial di Kabupaten Tana Tidung patut di dukung dan di apresiasi oleh stake
holder. Kendala selanjutnya pada sumberdaya manusia adalah kurangnya
keterampilan manajemen. Menurut Edward III, ini merupakan masalah yang
lebih besar di tingkat negara bagian dan lokal. Stakeholder harus mampu
menyiapkan staf yang mumpuni dalam melaksanakan tugas implementasi
kebijakan. Kepiawaian staf dalam melakukan tugasnya menjadi salah satu

faktor penting dalam keberhasilan  implementasi kebijakan kenaikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42795.pdf
104

pangkat guru secara efektif.
b. Sumberdaya Anggaran

Edward II1 (1980:82) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary
limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This
is turn [imit the quality of service that implementor can be provide to
public”. Menurut Edward 111, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan
kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga
terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan beberapa stake
holder, kebanyakan menyebutkan lancarnya anggaran schingga sosialisasi
tentang pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung sering
dilakukan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan George Edward 111 di atas.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward I11 (1980:77) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An
implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do,
may have authority to exercise his task, but without the necessary
building, equipment, supplies and even green space implementation will not
succeed.” Permyataan Edward 1l ini, jika dialihbahasakan sebagai berikut:
“Fasilitas fisik juga mungkin sumber daya kritis dalam implementasi. Seorang
implementor mungkin memiliki staf yang cukup, dapat memahami apa yang
seharusnya ia lakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanakan
tugasnya, tapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan dan

bahkan pelaksanaan ruang hijau tidak akan berhasil.” Sehingga jelas bahwa
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tersedianya fasilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan penulis, bagian kesejahtraan dan bansos
Kabupaten Tana Tidung memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai
dalam mendukung tugas-tugas Bagian Kesejatraan dan bansos di Kabupeten
Nunukan. Sehingga dapat dikatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
tidak memiliki masalah pada bidang sarana dan prasarana.

Edward Il (1980:82) mengatakan bahwa “A lack of essential building,
equipment, supplies, or land can hinder policy implementation as much as can
inadequacies in the other resources we have examined.”

Pentingnya masalah sarana dan prasarana int dalam mensukseskan
implementasi kebijakan publik, sehingga kekurangan sarana dan prasarana itu
bisa menjadi setara dengan faktor utama lainnya.

3. Disposisi

Edward III (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya “I/mplementing
Public Policy™,

“The dispositions or attitudes of implementor is the third critical factor in our
approach to the study of public policy implementation. If implementation is to
proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the
capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.”

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa disposisi atau sikap
pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan
publik. Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus
pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk

melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan

kebijakan.
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Menurut hasil penelitian, tingkat keseriusan penanganan pemberian
hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung mungkin perlu di tingkatkan
lagi mengingat kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial ini memiliki tujuan
dan latar belakang yang sangat serius demi kemajuan dan kesejahtraan di Negara
Indonesia.

Edward III (1980:90) melanjutkan penjelasannya:
“Many policies fall within a “zone of indifference”. These policies probably be
implemented faithfully because implementor do not have strong feeling about
them. Other policies, however, will be in direct conflict with the policy views or
personal or organizational interests of implementors. When people are execute
orders with which they do not agree, inevitable occur between policy decisions
and performance. In such cases implementor will exercise their discretion,
sometimes in subtle ways, to hinder implementations.”

Dalam studi kasus pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten
Tana Tidung, menurut pengamatan penulis, sikap implementor bukannya ingin
menghalangi implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang
diperlukan dari para implementor. Kata “Desire” yang digunakan oleh Edward 11
dapat dikatakan merujuk pada “gairah” atau mungkin keinginan yang kuat untuk
melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Struktur Birokrasi

Edward I (1980:11) menegaskan bahwa:
“Even in sufficient resources to implement a policy exist and implementors know
what to do and want to do it, implementation may still thwarted because of
defiencies in bureaucratic structure.”

Bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan
eksis dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya,

implementasi mungkin masih bisa gagal karena kekurangan dalam struktur

birokrasi. Edward III (1980:125) mengidentifikasi karakteristik yang paling
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menonjol dari birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan
Fragmentasi.
a) Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai publik
untuk mempermudah dalam pembuatan keputusan yang banyak setiap hari.
Kelebihan dari penerapan SOP diantaranya adalah penghematan waktu, lebih
mudah untuk mengantisipasi kejadian yang berlangsung diluar dugaan dan untuk
kepentingan keseragaman.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya SOP dalam implementasi
kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial. Dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan maka hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah
penyampaian informasi atau sosialisasi, kemudian diikuti oleh pelatihan,
implementasi program kebijakan dan yang terakhir adalah evaluasi.

Bagian kesejahtraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung dalam hal ini
sebagai implementor kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial harus
membuat SOP sehingga kegiatan implementasi program dapat berjalan lancar,
kesalahan dapat diminimalisir dan melalui evaluasi program dapat dilakukan
perbaikan secara terus menerus.

b) Fragmentasi
Definisi fragmentasi menurut Edward 11 (1980: 134):

“Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among
several organization units.”

Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian
tanggung jawab untuk arca kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Edward Il (1980:137) selanjutnya menuliskan bahwa:
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“Fragmentation implies diffusion of responsibility, and this makes coordination
of policies difficult. The resources and authority necessary to attack a problem
comprehensively are often distributed among many bureaucratic units.”

Fragmentasi menyiratkan difusi tanggung jawab, dan ini membuat
koordinasi kebijakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan
untuk menyerang masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak
unit birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang.

Dalam penelitian ini, tidak terlihat bagian kesejatraan dan bansos
memiliki struktur organisasi yang lengkap, sehingaa bisa dikatakan implementasi
pemberian hibah dan bantuan sosial kurang berjalan lancarnya.

S. Implementasi Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui
bahwa pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial ini hampir terpenuhi,
walaupun masih ada lapisan masyarkat yang belum mengetahui program ini.
Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn ( dalam
Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah
implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial telah mencapai tujuan ?
dapat dikatakan bahwa tujuan Hibah dan bantuan sosial belum tercapai
sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Hibah bantuan sosial.
Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal.

Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah
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perbatasan adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan
bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Sesayap ,
yaitu pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi pada pendapatan
daerah Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini
belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan
dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan
pengendalian tidak dilibatkan
6. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang
menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward 111 (1980) dalam
faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi,
clearity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan
pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor
pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.

b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan
lancar.

c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak

terdapat perintah yang bertentangan.
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Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi
kepada masyarakat mengenai kebijakan program hibah dan bantuan sosial belum
ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai program hibah dan bantuan
sosial kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial maupun dalam
pengawasan kegiatan.

7. Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan
disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut : ™ Komando implementasi
mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para
implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan,
implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif

Sesuai dengan pernyataan di atas Islami (1998:34) juga mengatakan
bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam
melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai
bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti Auman
resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), financial
resources, technolo-gical resources, maupun psychological resources.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan
program hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa faktor pendorong dan

penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
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a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada
masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pemberian hibah dan bantuan
sosial, meskipun hanya berupa tenaga dan material.

b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan program hibah dan bantuan sosial
dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan
program hibah dan bantuan sosial.

c. kelengkapan sarana/prasarana dalam mendukung kebijakan program hibah
dan bantuan sosial.

d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan program hibah dan
bantuan sosial.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya
pendidikan para penerima hibah dan bantuan sosial, sehingga pemahaman
pelaksana mengenai hibah dan bantuan sosial kurang, serta tidak adanya
dukungan pendapatan organisasi yang memadai, sehingga menimbulkan
kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

8. Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan
disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : “ Jika para impiementor
memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi
implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat
keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dan para
pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi

secara pasti lebih sulit™.
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Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana
kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun
ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah
untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan program
hibah dan bantuan sosial. Hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat
beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :
a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan program hibah dan
bantuan sosial.

b. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksana program hibah dan
bantuan sosial, berupa penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran.
Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya
para pelaksana program hibah dan bantuan sosial yang menggangap kebijakan
program hibah dan bantuan sosial adalah sebuah kebijakan rutin belaka.
9. Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan
untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai
suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang
bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir
pekerjaan orang- orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.
Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi
yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena

kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan
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bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor
dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memeperhatikan semua faktor yang
berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan
pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor
pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah
terbentuknya struktur organisasi berupa Tim yang mengelola dana hibah dan
bantuan sosial. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah
belum adanya pembagian tugas diantara Tim pengelola hibah dan kurangnya
koordinasi Tim pelaksana pengelola hibah dan bantuan sosial.

10. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi,
atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup
lingkungan umum (general environment) yang mempengaruhi organisasi secara
tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (spesific
environment) yang memiliki pengarch yang terasa secara langsung seperti
pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan,
dan kelompok penekan. (Robbins, dalam Keban, 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroft (Keban
2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial
yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2)
setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki

network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser
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hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat

bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb;

dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan
terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan
program hibah dan bantuan sosial, terdapat beberapa faktor pendorong dan
penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah :

a. Adanya kapasitas kelompok dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut
mendukung kebijakan program hibah dan bantuan sosial berupa kewenangan
pengawasan atas pelaksanaan hibah oleh kelompok penerima hibah serta peran
lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan hibah.

b. Budah berperannya kelompok penerima dalam ikut mengawasi pelaksanaan
hibah maupun bantuan sosial.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum
berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan
program hibah dan bantuan sosial, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih

kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan kegiatan penerima hibah.
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BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten
Tana Tidung berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap
kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah
dilaksanakan.

2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kenaikan
pangkat guru di Kabupaten Nunukan yaitu Faktor Penghambat yang terdiri
dari  Komunikasi, Struktur Birokrasi. Sedangkat Faktor Pendukung
Implementasi adalah Disposisi/ Sikap Perilaku Implementor, Sarana dan

Prasarana serta Sumber Daya.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat
memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Program hibah dan bantuan
sosial di masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :
1. Perlu adanya upaya yang serius dalam mengatasi permasalahan

implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial di
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Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas bagian kesejahtraan dan bansos
Kabupaten Tana Tidung, Para pelaksana dan penerima Program hibah dan
bantuan sosial harus diberikan peningkatan pengetahuan melalui
pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis khususnya pada staf bagian
Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan,dan para penerima bantuan dana
hibah dan bansos khususnya yang menyangkut pengelolaan,
penatausahaan, monev  dan tatacara pembuatan lapaoran
pertanggungjawaban.

2. Untuk mencegah terjadinya korupsi dan nepotisme dalam penyaluran dana
hibah dan bantuan sosial di kabupaten Tana Tidung perlu diterapkan
sebuah sistem transpansi publik secara online yang dapat diakses oleh
semua kalangan, baik lembaga formal seperti BPK, BPKP, KPK,
Kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga non formal yang bergerak di
bidang anti korupsi.

3. Dinas bagian kesejahtraan dan bansos Kabupaten Tana Tidung perlu
melakukan evaluasi terhadap implementasi program pemberian dana hibah
dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, agar didapatkan formulasi
dan instrument yang tepat dalam mendukung keberhasilan 1mplementasi

kebijakan ini.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan
a. Nama

b. Jenis Kelamin

c. Suku

d. Agama

e. Alamat

f. Usia

g. Status

h. Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan :
1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
4, Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?

5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?

6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

8. Kritena apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantua
sosial ?

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?

Tideng pale, 28 April 2016
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Drs. M. Yusuf badrun, M. AP

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

¢. Suku : Bulungan

d. Agama : Islam

e. Alamat - JI. Perintis, RT. VI, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap
f. Usia : 54 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : Strata 2
Pertanyaan :

12. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Hibah dan bansos merupakan sebuah program pemerintah yang bukan urusan wajib.
Artinya apabila urusan wajib pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan
infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah terpenuhi, apabila
anggaran masih memungkinkan untuk menganggarkan hibah bansos maka hal itu dapat
dilaksanakan

13. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung
Kalau Program Hibah Bansos untuk Tana Tidung tahun ini hanya bersifat rutinitas,
artinya kalau hibah masih diberikan kepada ormas yang dapat secara langsung
membantu percepatan program pemerintah sedangkan bansos biasanya untu beasiswa,
biaya berobat serta antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang tidak direncanakan.

14. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos di kabupaten Tana Tidung sudah

dilakukan dengan tujuan Agar masyarakat lebih tahu mekanisme penyaluran dan
pemanfaatan dana hibah dan bansos agar nantinya tidak terjadi kesalahan.
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15. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Melihat dari banyaknya temuan dari BPK dan kurangnya pengusul terhadap program
hibah dan bansos menunjukkan bahwa terdapat sebagian masyarakar yang belum
memahami atau bahkan belum mengerti adanya program ini.

16. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Pemerintah dengan segala keterbatasannya selalu menyampaikan program hibah dan
bansos, baik dalam acara kunjungan kerja pemerintah daerah maupun dari reses DPRD
selaku wakil rakyat

/7. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Kalau berkaca dari hasil audit dan Rekomendasi BPK menunjukkan kekurang fahaman
para pengusul maupun penerima bantuan hibah dan bansos.

18. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Sebagaimana diatur di permendagri 32 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan
permendagri 39 tahun 2012 disitu telah diatur mekanismenya.

19. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Terkait persyaratan penerima hibah dan bansos silahkan dilihat di permendagri
sebagaimana saya sebutkan tadi.

20. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantua
sosial ?
Saya rasa kriteria penerima hibah dan bansos sangat tidak jauh berbeda, hanya saja
kalau hibah lebih kepada ormas/LSM yang punya kontribusi dalam membantu
pemerintah melaksanakan program kegiatan sementara bansos lebih dititik beratkan
kepada orang yang kurang mampu dan berdampak social.

21. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

22. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Kalau kendala sih biasanya banyak penerima belum memberikan laporan
pertanggungjawaban dan ketidak fahaman penerima terkait perlunya membuat laporan

Tideng pale, 28 April 2016

Drs. H. M.Yusuf Badrun, M. AP
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Uus Rusmanda, A. Ks, M.HP

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. Suku : Sunda

d. Agama : Islam

e. Alamat :JI. Agis Pulak, RT. II, Desa Sepala Induk, Kecamatan Sesayap Hilir
f. Usia : 45 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : Strata 2

Pertanyaan :

I.

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Hibah dan bansos adalah program yang bukan urusan wajib pemerintah. Boleh
dianggarkan boleh juga tidak.

D1 tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung Ka
Setahu saya Hibah Bansos untuk Tana Tidung tahun ini ada untuk beasiswa, bantuan
berobat, dan batuan kepada ormas

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kalau Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos sudah mulai berjalan

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Ada yang faham ada juga yang masih kurang faham dan tidak tau kalau ada program
hibah dan bansos

Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Biasanya kalau Bupati kunjungan kerja sering menyvampaikan program tersebut.

Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
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Sudah sesuai walaupun masih ada beberapa kekurangan

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Penyusunan dan anggaran untuk hibah dan batuan sosial di sini dilakukan sesuai
aturan yang berlaku, dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang sudah
ditetapkan pemerintah.

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria harus terdaftar di kesbangpol, berbadan Hukum dan memiliki secretariat
tetap

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantua
sosial ?

Persyaratannya silahkan lihat dipermendagri 32 dan 39 tahun 2012

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Kalau kendala sih biasanya banyak penerima belum memberikan laporan
pertanggungjawaban.

Tideng pale, 25 April 2016

Uus Rusmanda, A. Ks, M. HP
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : H. Usnan, SE

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. Suku : Banjar

d. Agama . Islam

e. Alamat : JI. Jenderal Sudirman, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap
f. Usia : 52 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir: Strata |
Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos adalah program yang merupakan program bukan urusan
wajib pemerintah

2. Di tahun in1 ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Setahu saya ada Hibah untuk ormas, Bansos untuk beasiswa, berobat dan bansos yang
tidak direncanakan.

3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kalau Sosialisasi terkait Program Hibah dan Bansos sepertinya sudah berjalan.

4. Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Kalau persoalan itu saya kurang tau, silahkan ditanyakan ke bagian yang menangani

5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Saya rasa sangat baik

6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Disini proses penentuan anggaran bantuan dan hibah belum jelas, sehingga kami
sendiri juga kadang bingung.  Apalagi proses penganggaran dan penentuan
penerimanya, seharusnya kan semua dilibatkan jadi jelas posedurnya
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7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Terkait mekanisme Hibah Bansos silahkan diliat di permendagri 32

8. Kiriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria penerima harus minimal sudah 3 tahun berdivi kalau yayasan.

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantua
sosial ?

Kalau rincinya saya kurang ingat.

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Temuan BPK biasanya banyak penerima belum memberikan laporan
pertanggungjawaban.

Tideng pale, 25 April 2016

H. Usnan, SE
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Jafri, A. Md

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. Suku : Tidung

d. Agama : Islam

e. Alamat : JI. Jenderal Sudirman, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
f. Usia . 46 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : Diploma. 2
Pertanyaan :

1. Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos adalah program yang dapat dianggarkan oleh Pemda
dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

2. Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Setahu saya ada Hibah untuk ormas/OKP/LSM, rumah ibadah dan Bansos untuk
beasiswa, berobat dan dana tak terduiga

3. Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Sosialisasi pemanfaatan hibah dan bansos ini dinilai sangat penting bagi masyarakat
selaku penerima bantuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme
perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana hibah dan Bansos.
Sosialisasi ini juga bertujuan guna meminimalisiv beberapa permasalahan yang
sering terjadi di antaranya, kurang pahamnya masyarakat mengenai dana hibah.
Kemudian, pola pikir masyarakat bahwa dana hibah dan Bansos adalah hak yang
tidak perlu laporan pertanggung jawaban. Belum optimalnya fungsi SKPD teknis
dalam hal proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban hibah dan
Bansos serta penggunaan yang tak sesuai dengan proposal.
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he

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Ada yang tau ada juga yang tidak

5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Kalau komunikasi sudah sering disampaiakn kepada masyarakata Tana Tidung

6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Masih terdapat kekeliruan dan tidak sesuai aturan yang berlaku

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Mekanisme Pemberian hibah dan bansos sudal berjalan baik walaupun masih terdapat
kekeliruan

8. Kiriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Minimal berbadan hukum, memiliki secretariat tetap, dan berdomisili di Kabupaten Tana
Tidung

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial ?
Tentang persyaratan hibah dan bansos sebgaimana saya jelaskan tadi, hanya saja kalau

bansos lebili kepada masyarakat kurang mampu

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Tideng pale, 4 April 2016

Jafri, A. Md
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Linda Safitri, S. Pi

b. Jenis Kelamin : Perempuan

¢. Suku : Tidung

d. Agama : Islam

e. Alamat : J1. Sebidai, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
f. Usia : 30 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir: Strata. 1

Pertanyaan :

1.

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?

Program Hibah dan bansos adalah program yang merupakan bukan urusan wajib
Pemerintah, maksudnya adalah bahwa apabila pemerintah telah menganggarkan urusan
wajib seperti Gaji PNS, anggaran Kesehatan, Pendidikan, maka pemerintah dapat
mengalokasikan dana untuk program hibah dan bansos.

Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Hibah tahun ini lebih sering diperuntukkan untuk ormas/OKP/LSM/organisasi
keolahragaan nirlaba, sedangkan bansos diprogramkan untuk beasiswa, bantuan
berobat, dan kejadian yang tidak direncanakan.

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kegiatan sosialisasi sering disampaikan Kepada calon penerima hibah bahwa
monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos tersebut akan dilakukan
oleh BPK, jika hasilnya terdapat penggunaan dana hibah dan bansos yang tidak
sesuai dengan usulan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundangan-Undangan yang berlaku, jadi penerima hibah dan bansos harus betul-
betul menggunakan dana itu untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan proposal.

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin bisa bervariasi, ada yang tau da nada juga yang tidak tau.
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5. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Terkait Komunikasi Penerima Hibah dan bansos sudah sering disampaikan pemerintah
daerah, baik melalui kegiatan kunjungan kerja maupun melaluio media online

6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Menurut saya sudah sesuai akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan maupun
evaluasi

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Mekanisme Pemberian hibah dan bansos di Tana Tidung sudah baik namaun perlu
dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan program ini.

8. Kiriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria untuk penerima hibah dan bansos setau saya harus berdomisili di tana
tidung, berbadan hukum, memiliki sekretariat tetap,kalau penerima bansos biasanya
memberikan surat keteranga tidak mampu kalau untuk berobat, dan bantuan beasiswa
harus benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa diperguruan tinggi/universitas, dan
persyaratan lainnya

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial ?

Syarat dan kriteria penerima hibah dan bansossama dengan penjelasan saya tadi

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudah berjalan baik walaupun masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Tideng pale, 4 April 2016

Linda Safitri, S. Pi
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Neijon Hermandes

b. Jenis Kelamin : Laki1-laki

c. Suku : Batak

d. Agama : Kristen Protestan

e. Alamat : JI. Sebidai, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap
f. Usia : 32 Tahun

g. Status : Belum Menikah

h. Pendidikan Terakhir : Strata. 1

Pertanyaan :

l.

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos sepengetahuan saya adalah program pemberian oleh
pemerintah baik berupa uang, barang maupun jasa.

Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Hibah dan bansos biasanya diberikan kepada organisasi yang mempunyai kaitan
ataupun hubungan yang dapat membantu percepatan program pemerintah tana tidung,
sekaligus memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kegiatan sosialisasi sudah mulai giat dilakukan setiap tahun agar masyarakat tahu
kalau pemerintah ada program hibah dan bansos.

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin ada yang tau dan tidak tau.

Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Menurut saya sudah maksimal

Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
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Sebaiknya penyaluran dan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan
sesuai prosedur yang yang ada. Prosedur kerja program hibah dan bantuan sosial
sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang
meliputi penentuan kuota, penyeleksian, penetapan, penyaluran, sehingga bisa adil

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Mekanisme Pemberian hibah dan bansos adalah mengacu kepada permendagri 32 dan
39.

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Kalau kriteria untuk penerima hibah dan bansos biasanya sudah terdaftar di Kesbang
Linmas dan Pol PP, ada badan hukumnya, minimal sudah berdiri selama 3 tahun. Kalau
Bansos sih biasanya hanya untu orang kurang mampu dengan syarat membuat SKTM.

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial 7

Kriteria dan syarat penerima hibah dan bansos saya rasa kurang lebih aja

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sudali lumayan baiklah daripada tahun sebelumnya.

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Banyak penerima belum memberikan laporan pertanggungjawaban karena mereka belum
tau cara membuat laporan sesuai standar laporan Keungan.

Tideng pale, 7 April 2016

Neijon Hermandes, A. Md
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Sulaiman

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

¢. Suku . Tidung

d. Agama . Islam

e. Alamat : Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia
f. Usia : 38 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

1.

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Program Hibah dan bansos yang pernah saya dengar adalah bantuan kepada
masyarakat

Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya nda tau Pak

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Dulu pernah dilakukan disini Pak, tapi kami belum terlalu tau maksudnya

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Sedikit aja yang tau pak

Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Memang pernah disampaikan Bupati tana Tidung waktu meliat-liat pembangunan disini

Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2014 di KTT, menurut
saya sedikit bermasalah, karena kami masyarakat awam ini tidak mengetahui
informasi program tersebut dengan jelas, kami juga tidak tahu kalau ada bantuan
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dari pemerintah, jangankan menerima tahu kegiatannya dan cara mengajukannya
saja tidak, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat bantuan pak.

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Saya nda tau pak

8. Kiriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Biasanya kalo kami atau warga sakit kami diminta buat surat keterangan tidak mampu
dari desa

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial ?
Tidak tau saya pak

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Biasanya ada juga kelompok masyarakat yang dapat bantuan tapi saya kurang tau
penyalurannya

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos

Kabupaten Tana Tidung ?
Katanya banyak yang tidak membuat laporan

Tanah Merah, 30 April 2016

Sulaiman

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Basri

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Suku : Tidung

d. Agama : Islam

e. Alamat : Desa Rian, Kecamatan Muruk Rian
f. Usia . 29 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

I.

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Wah mas...saya malah baru tau kalau ada program bantuan hibah dan bantuan
sosial, setau saya hanya BLT jamannya pak SBY dulu..ada bantuan untuk usaha
kecilkah, kalau ada kami mohon informasinya.

D1 tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya kurang tau pak kalo programnya

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kami dulu pernah ikut sosialisasi di desa kami pak yang dilaksanakan oleh bagian
sosial

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Mungkin ada yang tau, , ada juga yang nda tau

Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Kalo itu saya nda tau Pak, karena saya belum pernah menerima

Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Maaf pak saya nda tau aturan yang begitu pak
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7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Saya belum pernah mengajukan pak, makanya saya nda tau

8. Kriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Saya pernah liat tetangga saya sakit dan dia membuat surat tidak mampu dari kades
kami pak

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial ?

Tidak tau saya pak

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Nda tau saya pak

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Kalo kendalanya mungkin kami belum tau cara mengusul bantuan

Muruk Rian 9 April 2016

Basri
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014

1. Identitas Informan

a. Nama : Hamid

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

¢. Suku : Bugis

d. Agama : Islam

e. Alamat : Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia
f. Usia : 47 Tahun

g. Status : Menikah

h. Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan :

I

Apa saja program hibah dan bantuan sosial itu ?
Bantuan Pemerintah

Di tahun ini ada berapa program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Saya kurang tau Pak

Bagaimana sosialisasi program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?
Kadang-kadang saya ikut sosialisasi Pak

Apakah seluruh lapisan masyarakat mengetahui program hibah dan bantuan sosial ?
Pak, kami sangat tertarik dengan program bantuan yang diberikn pemerintah. Saya
ketua kelompok tani di UPT Sambungan. Sejak saya tinggal disini saya atau
kelompok tani saya belum pernah menerima bantuan tersebut, mendengar ada
bantuan si iya....tapi menerima belum pernah, karena kami tidak tau tata caranya.

Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima hibah dan
bantuan sosial?
Kami nda tau kalau hal itu
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6. Apakah mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial baik oleh lembaga atau individu
di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
Saya kurang mengerti mekanismenya pak

7. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung?

Kurang tau Pak

8. Kiriteria apa saja bagi seseorang, kelompok atau lembaga yang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan bantuan sosial ?
Biasanya membuat surat keterangan dari RT dan kepala desa

9. Persyaratan apa saja seseorang/ Kelompok/lembaga mendapatkan hibah dan bantuan
sosial ?

Tidak tau saya pak

10. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung ?
Sayva kan belum pernah mengusulkan pak

11. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana hibah dan bansos
Kabupaten Tana Tidung ?
Kalo kami di Tana Merah ini pak jauh dari kabupaten sehingga kami butuh biaya untuk
kesana pak

Tanah Merah, 19 April 2016

Hamid

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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